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ABSTRAK

Hadirnya media sosial memungkinkan peneliti untuk mempertimbangkan pengumpulan data baru dan
strategi triangulasi. Peneliti positivis memanfaatkan kehadiran internet sebagai media untuk
mengumpulkan data. Sementara itu, peneliti kualitatif interpretatif belum memanfaatkan potensi yang
disediakan media sosial untuk memperkaya pengumpulan data guna memperdalam pemahaman
terhadap sebuah topik yang sedang diteliti. Dengan menggunakan kasus efektivitas penerapan e-
procurement pada sebuah kabupaten, peneliti melakukan wawancara secara tatap muka (offline) dan
juga pengamatan diskusi di media sosial dan unggahan tentang implementasi dan penggunaan e-
procurement pemerintah di sebuah kabupaten. Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif
interpretative untuk menggambarkan bagaimana pertukaran, unggahan, dan percakapan media sosial
dapat digunakan sebagai sarana pengumpulan data dalam penelitian kualitatif interpretatif. Hasil
penelitian ini menunjukkan bahwa observasi media sosial dapat digunakan sebagai sarana penelitian
untuk meningkatkan pemahaman suatu topik yang sedang diteliti dan juga sebagai media triangulasi.
Penelitian ini juga membuktikan bahwa penggunaan media sosial dalam studi interpretatif dapat
mengurangi tantangan dalam rekrutmen informan, akses ke lokasi penelitian, dan mengurangi bias
dalam wawancara. Penelitian ini memberikan kontribusi kepada pemahaman suatu topik penelitian
dengan menggunakan data dari dua lingkungan.

Kata kunci: Media sosial, penelitian interpretatif, efektifitas e-procurement, paradigm penelitian

ABSTRACT

The presence of social media allows researchers to consider new data collection and triangulation
strategies. Positivist researchers take advantage of the internet's presence as a medium for collecting
data. Meanwhile, interpretive qualitative researchers have not utilized the potential provided by social
media to enrich data collection in order to deepen understanding of a topic being researched. By using
the case of the effectiveness of the application of e-procurement in a district, the researcher conducted
face-to-face interviews (offline) and also observed discussions on social media and content sharing
about the implementation and use of government e-procurement in a district. This study uses an
interpretative qualitative  paradigm to describe how social media exchanges, uploads, and
conversations can be used as a means of collecting data in interpretive qualitative research. The
results of this study indicate that social media observation can be used as a research tool to increase
understanding of a topic being studied and also as a triangulation medium. This study also proves that
the use of social media in interpretive studies can reduce challenges in informant recruitment, access
to research sites, and reduce bias in interviews. This research contributes to the understanding of a
research topic using data from two environments.
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PENDAHULUAN praktik penelitian mereka. Misalnya, mereka
mengumpulkan data melalui survei web (misalnya:
Cooper et al., 2006; Lefever, Dal, & Matthiasdottir,
2007) dan email (misalnya: Wattal, Telang,
Mukhopadhyay, & Boatwright, 2012) Di sisi lain,
para peneliti yang menggunakan paradigma
kualitatif interpretatif belum memanfaatkan dunia
online ini sebagai arena penelitian. Para peneliti

Hadinya ruang online telah mendorong para
peneliti untuk memperluas pendekatan
pengumpulan data mereka (Rapanta, Botturi,
Goodyear, Guardia, & Koole, 2020). Peneliti
positivis telah mengambil lebih banyak keuntungan
melalui penggunaan perangkat online ini dalam
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kualitatif interpretatif lebih  berfokus pada
pengumpulan data melalui metode konvensional
seperti wawancara (Myers & Newman, 2007),
focus grup (Morgan, 1997), dan studi etnografi
(Crabtree, Nichols, O'Brien, Rouncefield, &
Twidale, 2000; LeCompte & Schensul, 1999).

Memanfaatkan dunia online untuk mengumpulkan
data penelitian memungkinkan para peneliti dengan
paradigma  kualitatif  interpretatif ~— memiliki
kesempatan yang lebih besar untuk mengakses
populasi penelitian mereka (Sade-Beck & Beer-
Sheva, 2004). Populasi ini dapat mencakup
informan yang sulit dijangkau secara manual
(Cantrell & Lupinacci, 2007) seperti informan atau
narasumber yang secara geografis sulit dijangkau.
Dalam hal ini media sosial telah hadir sebagai
ruang online baru yang memberikan kesempatan
bagi para penggunanya untuk menghasilkan
konten online, seperti saling membagi teks, foto,
dan video, yang pada saat yang sama pengguna
tersebut juga memanfaatkan konten online dengan
melihat kiriman orang lain (Guo, Tan, Chen,
Zhang, & Zhao, 2009; Zeng & Wei, 2013). Ruang
media sosial dapat berfungsi sebagai arena baru
untuk memahami berbagai fenomena melalui
kegiatan penelitian. Hal ini juga menyiratkan
bahwa para peneliti akan dapat memperluas
jangkauan penelitian mereka ke lingkungan yang
lebih luas di mana mereka tidak dibatasi oleh ruang
dan waktu. Kane & Fichman(2009) bahkan sangat
mendesak para peneliti untuk mempertimbangkan
kembali kegiatan penelitian  yang selama ini
berbasis kertas dengan hadirnya teknologi baru
yaitu dunia online.

Meskipun  penelitian  kualitatif  interpretatif
lazimnya berfokus pada pemahaman tindakan dan
interaksi manusia dan teknologi dalam sebuah
organisasi atau perusahaan secara konvensional
(e.g. Doolin, 1998), paradigma penelitian semacam
itu dapat menyebabkan keterbatasan dan
tantangan yang nyata ketika penelitian dilakukan
dalam konteks konvensional (Pousti, Urquhart,
Burstein, & Linger, 2013). Misalnya perekrutan
informan (Eide & Allen, 2005; Patel, Doku, &
Tennakoon, 2003) dan akses yang terbatas untuk
mengamati semua fenomena secara transparan dan
apa yang terjadi di lingkungan penelitian (Vaast &
Walsham, 2013), dan juga terjadi bias dalam
pengumpulan data seperti wawancara yang
mungkin terjadi dalam situasi yang sangat kaku
karena masalah waktu atau lingkungan dalam suatu
sesi wawancara (Myers & Newman, 2007, p. 3).

Sebaliknya, penggunaan media sosial dalam
penelitian kualitatif interpretatif dapat memperkaya
sumber data kita (Urquhart & Fernandez, 2013)
dan mengaktifkan triangulasi (Urquhart & Vaast,
2012). Untuk meningkatkan pemahaman Kita
tentang suatu topik yang sedang diteliti. Namun
penggunaan paradigma kualitatif interpretif dalam

penelitian di dunia online atau gabungan antara
online dan offline masih sangat jarang dilakukan
oleh para peneliti dan banyak peneliti masih
kurang familiar dengan pendekatan baru ini. (Vaast
& Walsham, 2013). Termotivasi oleh fenomena ini,
penulis bermaksud untuk mengkaji bagaimana
penggunaan paradigma kualitatif interpretif melalui
pengamatan media sosial dapat digunakan sebagai
arena  penelitian untuk memahami keefektifan
penerapan e-procurement pada sebuah pemerintah
daerah kabupaten di Sulawesi. Penelitian ini juga
menginput data melalui wawancara mendalam
secara offline guna melakukan verifikasi dengan
data online.

Dengan menggunakan studi kasus diskusi media
sosial tentang implementasi dan penggunaan e-
procurement pemerintah di suatu kabupaten di
Sulawesi  Indonesia, kami  menggambarkan
bagaimana pengamatan media sosial (Vaast &
Walsham, 2013) dapat menjelaskan sejauh mana
keefektifan penerapan e-procurement dalam
pandangan para pengguna (kontraktor) dan para
pegawai pemerintah (staf LPSE dan ULP).
Unggahan, komentar, dan percakapan pengguna
dapat digunakan untuk melengkapi pengumpulan
data konvensional (wawancara tatap muka) untuk
memperkuat pemahaman Kkita tentang topik yang
sedang diteliti yaitu efektivitas penerapan e-
procurement. Penulis percaya bahwa menyertakan
media  sosial dalam  penelitian  kualitatif
interpretative dapat memperdalam pemahaman dan
memungkinkan triangulasi dalam topik yang
sedang diteliti. Studi ini memberikan wawasan
tentang bagaimana observasi media sosial
(Facebook dan Blog) dapat digunakan dalam studi
interpretatif untuk mendukung pemahaman yang
diperoleh melalui penelitian konvensional.

KAJIAN PUSTAKA
Pendekatan Penelitian Kualitatif Interpretatif

Penelitian kualitatif interpretatif telah menjadi
salah satu pendekatan populer dalam penelitian
bidang ilmu sosial. Studi interpretatif dianggap
sebagai pendekatan yang lebih mudah  untuk
memahami aktivitas manusia (Doolin, 1998)
karena memberikan kesempatan untuk memahami
pengalaman hidup di dunia yang kompleks dari
sudut pandang orang-orang yang menjalaninya
(Schwandt, 1994, p. 118). Penggunaan pendekatan
kualitatif interpretif juga memungkinkan peneliti
untuk  mengungkapkan  pemahaman  yang
mendalam tentang suatu fenomena (Darke, Shanks,
& Broadbent, 1998; Klein & Myers, 1999;
Walsham, 1995, 2006). Dalam tulisan ini paradigm
interpretif dipahami sebagai cara memahami orang
menciptakan dan menghubungkan makna subjektif
dan intersubjektif mereka sendiri saat mereka
berinteraksi dengan dunia di sekitar mereka. Oleh
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karena itu, para peneliti interpretatif berupaya
memahami fenomena tersebut dengan
menginterpretasikan makna yang dibuat oleh para
partisipan saat penelitian dilakukan (Orlikowski &
Baroudi, 1991, p. 5).

Melalui kehadiran ruang online, seperti media
sosial, interaksi tersebut tidak hanya terjadi dalam
konteks konvensional, seperti dalam sebuah
organisasi, tetapi juga dalam konteks online. Untuk
itu, para peneliti harus menyesuaikan pendekatan
studi mereka agar sesuai dengan ranah media
media baru (Urquhart & Vaast, 2012; Vaast &
Walsham, 2013). Misalnya, Germonprez &
Hovorka (2013) menyesuaikan etnografi menjadi
pendekatan etnografis agar sesuai dengan lingkup
media social.

Penelitian kualitatif interpretatif dinilai dapat
membantu peneliti memahami fenomena dari sudut
pandang partisipan yang diteliti melalui pelibatan
dan interaksi dengan konteks (Cavaye, 1996;
Johnson & Onwuegbuzie, 2004). Namun, karena
konteksnya tidak terbatas pada pemahaman
konvensional, tetapi juga konteks online, maka
sudut pandang manusia di dunia online juga dapat
memberikan  pemahaman yang  mendalam.
Misalnya, Cunha &  Orlikowski  (2008)
menggunakan ruang konvensional (wawancara
offline) dan juga ruang online (data forum online)
untuk  memahami  praktik  diskursif  yang
mendukung karyawan dalam menghadapi ancaman
identitas mereka. Akibatnya, "sistem makna yang
ada yang dimiliki oleh aktor" (Orlikowski &
Baroudi, 1991, p. 5) dalam ruang media sosial juga
dapat dialami secara langsung dan dapat dimaknai
melalui observasi di media sosial.

Penelitian interpretif juga mengasumsikan bahwa
konstruksi sosial, misalnya bahasa, kesadaran,
makna bersama, dokumen, alat, dan artefak
lainnya, menghasilkan pengetahuan tentang realitas
dan juga makna yang berbeda bagi orang yang
berbeda serta bagi para peneliti (Klein & Myers,
1999; Lee, 1991). Sejalan dengan perspektif
tersebut, maka penulis berpendapat bahwa
konstruksi sosial dalam perangkat online media
social juga dapat menghasilkan makna yang
berbeda melalui interpretasi konten digital yang
diproduksi dan dikonsumsi oleh pengguna media
sosial untuk meningkatkan pemahaman Kkita.
Misalnya, Germonprez & Hovoka (2013)
berpendapat bahwa penafsir jaringan sosial digital
di dunia digital dapat membantu menentukan dan
mendefinisikan sifat sebuah kasus dalam suatu
penelitian. Dunia media sosial sebagai dunia digital
baru sangat bervariasi dan aktivitas manusia di
lingkungan ini menghasilkan berbagai teks digital
seperti email, gambar, video, dan konten yang
diproduksi bersama (mis. Wiki dan forum Web)
(Urquhart & Vaast, 2012) vyang mampu

Nurdin...Menggunakan Paradigma Studi ...157

menghasilkan pengetahuan dan makna bagi
masyarakat dan peneliti.

Berbagai teks digital membantu peneliti untuk
membangun suatu tema atau konsep dari data
dengan terus membandingkan atau melakukan
komparasi data dari berbagai sumber wilayah yang
ada di media sosial (Creswell, 2012). Hal ini
mengimplikasikan bahwa pendekatan interpretatif
cocok diterapkan dalam penelitian berbasis online
atau media sosial untuk meningkatkan pemahaman
yang mendalam terhadap suatu topic yang diteliti.

E-Procurement Pemerintah

Pengadaan elektronik  (E-procurement) telah
merambah organisasi swasta dan publik sejak
empat dekade lalu untuk merampingkan dan
mengotomatiskan  sistem  pembelian  mereka
(Kishor Vaidya & Callender, 2006). Istilah e-
procurement juga disebut dengan e-tendering (Lou
& Alshawi, 2009) dan digunakan oleh swasta dan
pemerintah khususnya bisnis pengadaan dengan
portfolio pembelian yang lebih besar dan lebih
beragam (Batenburg, 2007). Untuk tujuan tulisan
ini, penulis  mendefinisikan  e-procurement
pemerintah sebagai "proses komprehensif di mana
pemerintah  menggunakan  sistem  teknologi
informasi untuk membuat kesepakatan guna
memperoleh produk atau jasa (kontrak) atau untuk
membeli produk atau jasa dengan imbalan
pembayaran (pembelian)" (Moon, 2005, p. 54).

Lembaga pemerintah menggunakan e-procurement
untuk  aktivitas  seperti  "e-Tendering, e-
Marketplace, e-Auction/Reverse Auction, dan e-
Catalog/Purchasing (Kishor Vaidya & Callender,
2006, p. 72). E-procurement pemerintah dianggap
sebagai alat yang efektif untuk memerangi korupsi
dan penyuapan (European-Commision, 2011),
meningkatkan transparansi (Croom & Brandon-
Jones, 2005), mengurangi biaya pengadaan
(Panayiotou, Gayialis, & Tatsiopoulos, 2004), dan
penyebaran informasi pengadaan (Carayannis &
Popescu, 2005).

Penerapan dan penggunaan e-procurement dalam
organisasi pemerintah dipengaruhi oleh konteks
organisasi internal dan eksternal. Berbagai masalah
terkait dengan pengadaan saat ini, seperti proses
pengadaan manual dan semi-otomatis yang ada,
tingkat konsumsi kertas dalam jumlah besar,
tingkat kesalahan yang tinggi, dan proses transaksi
yang lambat, telah memicu organisasi pemerintah
untuk  menerapkan dan  menggunakan e-
procurement (McConnell, Doherty, & Ellis-
chadwick, 2010) . Beberapa organisasi pemerintah
juga kurang transparansi dalam proses pengadaan
barang dan jasanya. Hal ini menciptakan peluang
bagi karyawan dan pebisnis untuk melakukan
korupsi dan kolusi. Korupsi dan kolusi menjadi
gejala kegagalan tata kelola fundamental karena
pemerintah mungkin tidak dapat memprioritaskan
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kepentingan publik dalam pelayanan mereka (Shah
& Schacter, 2004).

Implementasi dan penggunaan e-procurement oleh
pemerintah  juga dipengaruhi oleh  faktor
kelembagaan eksternal. Pelaku usaha yang
memiliki kepentingan dalam lelang pemerintah
sering menekan organisasi pemerintah untuk
bersikap transparan dan adil dalam pengadaan
barang dan jasa pemerintah. Beberapa kontraktor
mungkin mempraktikkan kolusi dengan pegawai
pemerintah untuk mendapatkan keuntungan dari
lelang. Misalnya penelitian di  Bangladesh
(Mahmood, 2010) menunjukkan bahwa serikat
pekerja memberikan tekanan yang signifikan pada
pengadaan pemerintah saat kontraktor bernegosiasi
dengan pegawai pemerintah untuk memenangkan
suatu proyek. Sementara itu, kontraktor lain kurang
mendapat informasi tentang lelang karena promosi
yang yang kadang tidak sampai ke para kontraktor
dan kriteria seleksi yang tidak diungkapkan juga
sering menjadi masalah umum dalam proses
pengadaan pemerintah (Mahmood, 2010).

Dengan menerapkan dan menggunakan e-
procurement,  organisasi  pemerintah  dapat
mengurangi tekanan biaya barang dan jasanya
karena sistem e-procurement memungkinkan lebih
banyak kontraktor yang tertarik untuk mengikuti
tender melalui proses yang transparan dan
kompetitif (Cisar, 2003). Hal ini memungkinkan
organisasi pemerintah untuk memilih penyedia
proyek dengan biaya yang lebih murah dari proyek
yang mereka tawarkan. Organisasi pemerintah juga
dapat menggunakan e-procurement  sebagai
instrumen untuk memberantas korupsi dan kolusi
karena informasi dan kriteria pemilihan tersedia
secara luas bagi semua kontraktor dalam sistem e-
procurement. Korupsi seringkali disebabkan oleh
hubungan vertikal dimana pemasok dapat menyuap
pejabat pemerintah untuk memenangkan kontrak
atau mengabaikan kualitas barang yang rendah,
sedangkan kolusi disebabkan oleh hubungan
horizontal dimana perusahaan dapat membuat
kesepakatan diantara mereka untuk tidak bersaing
dalam proses pengadaan. (Balsevich, Pivovarova,
& Podkolzina, 2011).

Penggunaan sosial media dalam  konteks
pemerintahan menjadi instrumen penting untuk
mengontrol dan memantau perilaku pegawai
pemerintahan serta meningkatkan keterbukaan dan
transparansi  pemerintah  dalam pelaksanaan
kebijakan (Bertot, Jaeger, Munson, & Glaisyer,
2010). Beberapa penelitian terkait penggunaan
media sosial untuk meningkatkan transparansi
menemukan bahwa media sosial dapat secara
efektif ~ mempromosikan  keterbukaan  dan
transparansi. Misalnya, media sosial
memungkinkan penyebaran viral konten situs web
pemerintah di seluruh kelompok dan tingkatan
pengguna yang kemudian berpotensi berkontribusi

pada transparansi dan akuntabilitas karena konten
dikontrol dan dipantau oleh pengguna (Bonson,
Torres, Royo, & Flores, 2012).

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan paradigma kualitatif
interpretatif dengan menggunakan studi kasus
penerapan dan penggunaan e-procurement di
sebuah kabupaten di Sulawesi Selatan. Data
dikumpul melalui dua cara yaitu online dan offline.
Penelitian ini memilih kasus diskusi, pertukaran,
dan distribusi materi pengguna e-procurement
pemerintah daerah di ranah media sosial. Output
dari diskusi, pertukaran, dan distribusi materi di
media sosial adalah “teks digital” (Urquhart &
Vaast, 2012) yang menjadi tingkat analisis kami.
Teks digital mencakup percakapan, gambar, foto,
video, dan materi online lainnya. Kami
berpendapat bahwa teks digital ini menghasilkan
gambaran yang kental tentang fenomena yang
sedang dicari (Cresswell & Miller, 2000; Geertz,
1973; Pousti et al., 2013; Urquhart & Vaast, 2012).
Dalam konteks studi kami, teks digital fokus pada
utas media sosial secara keseluruhan (Urquhart &
Vaast, 2012) yang diperoleh dari diskusi Facebook,
pertukaran, dan unggahan, dan blog perusahaan.

Diskusi media sosial melibatkan pebisnis dan
warga lokal. Metode penelitian studi kasus sangat
cocok untuk memahami fenomena ketika batasan
antara fenomena dan konteks tidak didefinisikan
secara jelas dan membutuhkan kajian yang
mendalam (Yin, 2003). Diskusi, pertukaran, dan
unggahan media sosial dianggap sebagai sumber
data yang kaya seperti situs jejaring sosial (e.g.
Boyd & Ellison, 2008; Breslin & Decker, 2007;
Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007; Germonprez &
Hovorka, 2013) dan Blog (e.g. Agarwal & Liu,
2008; Hookway, 2008; Nardi, Schiano, Gumbrecht,
& Swartz, 2004). Kami menggunakan observasi
sosial untuk memanfaatkan pandangan pemangku
kepentingan tentang implementasi e-procurement
dan digunakan untuk meningkatkan pemahaman
kami tentang studi offline kami.

Data offline primer dikumpulkan melalui
wawancara semi-terstruktur  dengan pegawai
pemerintah bagian Lembaga Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) dan Unit Lelang Pemerintah
(ULP) yang berlangsung antara 45 menit hingga
satu jam. Semua transkripsi dikirim kembali ke
narasumber a untuk konfirmasi akhir konten dan
maknanya. Ada sembilan informan dari tingkat
manajemen  dan tingkat pegawai teknis.
Pengumpulan data dari berbagai tingkat hierarki
organisasi akan berkontribusi untuk menarik lebih
banyak kesimpulan dan juga memberikan banyak
perspektif (Scheepers & Scheepers, 2003).
Kunjungan lapangan dilakukan sebanyak dua kali
yang kemudian diikuti dengan beberapa kali
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tindakan tindak lanjut menambah beberapa
informasi yang kurang jelas saat wawancara
pertama. Wawancara tindak lanjut dilakukan email,
telepon, dan obrolan chat online.

Sedangkan data online guna memahami persepsi
kontraktor terhadap efektifitas penerapan e-
procurement dikumpul melalui media sosial para
kontraktor dan perusahaan. Media social membantu
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peneliti dalam memahami persepsi para kontraktor
melalui diskusi online, pertukaran informasi, dan
distribusi materi terkait penggunaan e-procurement
pemerintah daerah di ranah media sosial. Output
dari diskusi, pertukaran, dan distribusi materi di
media sosial adalah “teks digital” (Urquhart &
Vaast, 2012) yang menjadi sumber tingkat analisis
peneliti. Hasil data yang dikumpulkan melalui
offline dan online disajikan pada tabel 1 berikut ini.

Tabel 1. Sumber dan karakteristik data

Sumber data

Karakteristik data

Masa studi

Pengamatan 149 utas Facebook Peneliti mengamati dan menangkap
Online Facebook unggahan, pertukaran materi, dan diskusi
Blog Isi Blog perusahaan selama periode tiga bulan
Wawancara Semi- Wawancara semi-terstruktur melibatkan ~ Kunjungan lapangan dilakukan sebanyak
terstruktur sembilan peserta dari berbagai tingkatan dua  kali dan kemudian dilanjutkan
hirarki pemerintah daerah dengan beberapa panggilan telepon dan
email untuk menambah wawasan.
Materi tertulis Laporan tahunan, regulasi, strategi Materi tertulis dikumpulkan selama
Offline penggunaan e-procurement, dan materi  kunjungan lapangan
tertulis lainnya
Situs web  Isi situs web LPSE Akses online jika diperlukan
pengadaan
elektronik

Dengan mengikuti Pousti et al., (2013) dan Vaast
& Walsham (2013), peneliti mengumpulkan data
online dengan mengamati dan merekam unggahan
Facebook dan Blog, pertukaran materi, dan diskusi
di ranah online. Peneliti menangkap 149 utas
percakapan  Facebook terkait implementasi
pengadaan e-government dan diskusi penggunaan
yang diunggah oleh individu dan kelompok selama
penelitian ini. Kami juga menganalisis Blog
perusahaan yang memposting sejumlah materi
terkait masalah tersebut. Pemantauan perusahaan
dan posting staf, pertukaran, dan distribusi materi
dan percakapan di antara mereka dimaksudkan
untuk meningkatkan pemahaman kami, seperti
yang disarankan oleh Kietzmann et al.,(2011).

Analisis data penelitian ini mengikuti metode yang
disarankan oleh Strauss dan Corbin (1998) bahwa
analisis data dilakukan melalui tahapan iterasi;
pengkodean terbuka, pengkodean aksial dan
pengodean selektif. Dalam proses pengkodean
yang peneliti lakukan dengan mengikuti proses
pengkodean yang dipraktekkan oleh Urqurhart dan
Vaast (2012) dimana tema-tema dibangaun
berdasarkan data yang muncul di media sosial
Melalui pengkodean tersebut, peneliti dapat
mengidentifikasi konsep dan hubungan antar data
untuk membangun teori yang sesuai dengan subjek
dan pertanyaan penelitian empiris peneliti (Vaast &
Walsham, 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN
Hasil

Hasil penelitian terkait keefektifan penerapan e-
procurement yang dilakukan melalui wawancara

mendalam secara tatap muka (offline) dan melalui
pengamatan diskusi online dan distribusi material
di Facebook dan Blog perusahaan memperlihatkan
hasil perbedaan perspektif antara pejabat
pemerintah dengan para kontraktor. Berdasarkan
hasil tersebut, peneliti membangun tiga tema yang
masing-masing tema tersebut dibahas pada bagian
berikut ini. Tema 1 menyoroti bahwa ada
perbedaan persepsi mengenai apa yang dimaksud
dengan tindakan profesionalisme. Tema 2
menyoroti perbedaan persepsi tentang praktik
kolusi oleh pegawai pemerintah. Bukti dari Tema 3
menunjukkan bahwa pegawai pemerintah telah
berkontribusi pada peningkatan edukasi dunia
usaha terkait penggunaan e-procurement.

Tema 1 — Perbedaan Persepsi Tentang Apa
Yang Dimaksud Dengan Profesionalisme
Pegawai E-procurement Pemerintah

Selama wawancara formal secara tatap muka
dengan sejumlah  narasumber pemerintah
ditemukan bahwa pegawai Unit Layanan Panitia
Lelang (ULP) dan Unit Layanan Pengadaan Secara
Elektronik (LPSE) merupakan tenaga profesional
karena mereka lulusan universitas dan terakreditasi.
Para pegawai tersebut direkrut dari sejumlah
universitas dan telah diakreditasi oleh Lembaga
Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP).
Seorang informan berkata:

Staf di ULP merupakan kumpulan seluruh panitia
dari seluruh dinas yang telah terakreditasi dalam
pengadaan barang dan jasa. Sedangkan staf yang
mengoperasikan sistem di LPSE memiliki gelar
sarjana di bidang ilmu komputer. Kami
menugaskan staf ULP untuk empat divisi;
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pengadaan konstruksi, konstruksi sipil, pengadaan
barang, dan pengadaan jasa sesuai keahlian
khusus mereka (L1).

Ketersediaan staf yang berpendidikan akan
mengarah pada tindakan profesional dari pegawai
dan dimaksudkan untuk menghilangkan kesalahan
dalam semua kegiatan guna mengurangi keluhan
dari kontraktor lokal. Namun, pengamatan peneliti
pada unggahan Facebook oleh para kontraktor
menunjukkan bahwa persepsi mereka tentang
profesionalisme berbeda dengan persepsi yang
disampaikan oleh pejabat pemerintah. Para
kontraktor pengguna media sosial mengutarakan
pendapatnya tentang kurangnya profesionalisme
staf LPSE dan ULP seperti terlihat pada
percakapan  berikut. Pengguna dan nama
perusahaan disingkat.

WDPK : (direktur perusahaan) memposting
sebagai berikut:

WDPK : Evaluasi dokumen proyek tidak jelas,
tidak ada penjelasan dari panitia lelang, Apakah
menurut anda panitia lelang sudah professional

Percakapan:

WDPK : Pertanyaan kami adalah apa kesalahan
kami? Mengapa mereka mendiskualifikasi kami
?277?

YH : Sampaikan saja keluhan langsung... ...
tampar saja itu panitia....

WDPK :  Semua tidak jelas... mulai dari
penyerahan dokumen lelang, proses evaluasi, dan
pengumuman.....semuanya ceroboh!!

YH : Semua seperti itu... pengalaman saya di
kabupaten Rokan Hilir juga seperti itu ..

WDPK : Ini sangat aneh Pak YH....sejauh kami
ketahui, ketua panitia lelang dan anggotanya
sudah diakreditasi oleh LKPP..

Pengamatan peneliti di sebuah blog perusahaan
juga menemukan unggahan serupa dimana panitia
lelang, menurut para karyawan perusahaan
tersebut, telah bertindak tidak profesional dalam
setiap lelang proyek. Staf perusahaan lain juga
memposting di blog mereka sebagai berikut:

PENGUMUMAN REKAYASA TERKAIT
PEMENANG PROYEK DAN HASIL EVALUASI
OLEH KOMITE LELANG ”

Hal-hal yang kami anggap lucu dan bohong
termasuk:

1. Terjadi sebuah kesalahan: "Mereka mengubah
anggaran proyek bagian estimasi Anggaran.
Pemasangan pipa pvc aw 3/4 dari Rp 708,02
miliar menjadi Rp 708,20 miliar”

2. Terjadi kesalahan kesalahan: "Harga pipa pvc
aw 3/4 lebih dari 110% dari harga yang diatur
yaitu 25.000, - / meter menjadi 100.000, - per
meter.

3. Tawaran kami dan perusahaan lain dalam
satu grup (CV. TE) didiskualifikasi tanpa
penjelasan yang jelas. Mereka hanya mengatakan
desain kami menyerupai desain pembangunan
gedung bukan desain instalasi pipa. Mengapa????

Unggahan tersebut menghasilkan 57 tanggapan.
Dari wawancara offline dengan pejabat pemerintah
dijelaskan bahwa pihak manajemen kabupaten
tersebut memandang bahwa mereka telah
menangani  masalah  profesionalisme dengan
mempekerjakan lulusan universitas dan staf
terakreditasi LKPP. Namun, pebisnis memandang
masih perlu dilakukan evaluasi cara staf kabupaten
tersebut melakukan pelelangan karena dianggap
belum professional.

Tema 2 - Kolusi dan Korupsi Mungkin Masih
Dilakukan

Penggunaan sistem e-procurement telah menjadi
sarana yang digunakan untuk memastikan
transparansi, memberantas korupsi, dan
mendapatkan  kepercayaan para  kontraktor.
Penerapan dan penggunaan e-procurement menurut
informan dari pihak pemerintah dinilai telah
berhasil membangun kepercayaan masyarakat dan
perusahaan terhadap proses pengadaan barang dan
jasa. Seorang informan pemerintah dalam
wawancara offline menunjukkan keberhasilan ini
sebagai berikut:

Pemberantasan  korupsi lebih dari sekedar
menangkap  koruptor  tetapi  kita  perlu
menggunakan sistem yang mencegah pegawai
pemerintah melanggar aturan. Selain itu,
kepercayaan warga kita kepada pemerintah saat
ini berada di titik terendah. Melalui penerapan dan
penggunaan  sistem  e-procurement  kami,
pemerintah ini telah mendapatkan kembali citra
kami yang hampir hilang. (L1)

Setiap dinas kabupaten memiliki anggaran yang
dibelanjakan untuk berbagai proyek pemerintah
daerah setiap tahun. Realisasi proyek tersebut
membutuhkan  keterlibatan  kontraktor lokal.
Tanggung jawab utama belanja anggaran adalah
pada kepala dinas yang kemudian membentuk
panitia lelang untuk melelang proyeknya. Sistem
tender manual sebelumnya tidak transparan dan
panitia lelang proyek sering kali gagal
mengungkapkan proses lelang. Setelah
implementasi dan  penggunaan  sistem e-
procurement, proses pengadaan menjadi lebih
transparan dan karyawan tidak lagi mengalami
tekanan seperti yang ditunjukkan pada komentar
berikut:
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Dulu banyak perusahaan yang tidak puas dengan
proses lelang dan kemudian mereka sering sekali
melakukan protes kepada panitia lelang karena
prosesnya tidak transparan. Beberapa bahkan
datang langsung ke kantor dan mencoba
menyerang pegawai pemerintah. Hal ini
menyebabkan tekanan psikologis yang tinggi pada
pegawai LPSE dan ULP yang mempengaruhi
kinerja mereka. Lalu kami pikir, kami harus
mencari solusi untuk masalah ini... setelah
penerapan dan penggunaan sistem pengadaan e-
government, panitia lelang sangat sedikit
menerima keluhan dari perusahaan dan kami
dapat bekerja lebih mudah (L3)

Pengamatan kami di unggahan Facebook
menunjukkan bahwa perusahaan dan stafnya
masih kurang puas dengan sistem lelang online
yang sudah ada tersebut. Mereka masih mencurigai
para pejabat pemerintah melakukan kolusi dan
korupsi terutama ketika proses lelang kurang
transparan dan terdapat sejumlah inkonsistensi
seperti terlihat pada percakapan dan materi yang
dibagi secara online sebagai berikut.

Seorang pengguna Facebook (WS) memposting
sebagai berikut:

WS: Pengumuman tender proyek pada tanggal 15
Juni pukul 15.40 s/d 23.59pm (tapi tidak ada
pengumuman sampai 17 Juni sampai 21.54.
Pengaduan harus dilakukan paling lambat 18 Juni
antara pukul 08.00 sampai 22 Juni pukul 16.00
Siapa yang mau komplain __ ??? Belum ada
pemenang yang diputuskan teman-teman semua
2977

Percakapan antar pengguna Facebook:

HP . Saya tidak bisa membayangkan... haaa
FS . tendering ajaib .......

WS . Tender online dengan gaya manual ....
FS . peraturan  baru.... Tender online

dengan gaya manual ......

Gz . tender online buatan.... Itu hanya
kamuflase untuk mematuhi peraturan... ..

IKL . Tidak ada jaminan... selalu ada ruang
untuk bernegosiasi (kolusi)... sistem elektronik
harus lebih cepat dan transparan... tetapi

kegagalan fungsi sistem selalu menjadi alasan ..
(untuk berkolusi)

KB . tendering berhantu... ..ganti kepala
dinas ... .kirim kembali dia ke kampung
halamannya..

DC . ini semua permainan... Saya sarankan

untuk  menscreenshot sehingga kita dapat
menggunakan sebagai bukti dan membuat
laporan..
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Percakapan di atas didukung dengan gambar
dokumen kontrak di  halaman  Facebook.
Percakapan tersebut juga menunjukkan bahwa
pengumuman tender online untuk proyek tertentu
harus dirilis pada 15 Juni dan penawar dapat
mengajukan keluhan mereka pada 18 Juni. Namun,
hingga 17 Juni pukul 21.45 WIB, hasilnya belum
dirilis. Ini berarti penawar tidak memiliki cukup
waktu untuk menanggapi pengumuman tersebut.
Ketidakkonsistenan ini membuat perusahaan
mencurigai anggota lelang berkolusi. Hal ini
menunjukkan bahwa Bupati masih belum memiliki
kepercayaan pelaku usaha dan mereka harus sangat
berhati-hati dalam bertindak karena reaksi pertama
dari pelaku usaha adalah terjadi sesuatu yang tidak
diinginkan.

Tema 3 - Keterlibatan Pelaku Usaha Untuk
Meningkatkan Pengetahuan

Pada awal implementasi dan penggunaan e-
government, kabupaten mulai mendidik pengusaha
loka untuk menggunakan sistem e-procurement.
Pengetahuan  dan  keterampilan  pengusaha
ditingkatkan melalui pelatihan dengan staf LPSE.
Pemerintah  kabupaten = menyediakan  ruang
komputer yang dimanfaatkan oleh perusahaan
untuk  memperoleh keterampilan terkait e-
procurement. LPSE kabupaten juga menugaskan
staf untuk memberikan bantuan kepada perusahaan
ketika berinteraksi dengan sistem. Seorang peserta
mengatakan dalam wawancara offline sebagai
berikut:

Ketika kami meluncurkan sistem kami tahu bahwa
sebagian besar perusahaan dan karyawannya tidak
memahami tentang sistem lelang online dan
mereka tidak tahu bagaimana cara
menggunakannya. Alhasil, kami menyediakan
ruang komputer di sebelah kantor ini. Ada juga
dua instruktur yang dapat membantu mereka kapan
saja mereka butuhkan. Beberapa perusahaan dari
kabupaten lain yang ingin menawar proyek di
kabupaten ini tidak mengetahui cara menggunakan
sistem seperti cara mendaftarkan perusahaannya
secara online. Mereka bisa datang ke sini dan
instruktur ~ membantu  mereka  mendaftarkan
perusahaan mereka di sistem (L.3)

Keterlibatan pegawai kabupaten dalam
memberikan pengetahuan dan keterampilan terus
dipraktekkan. Percakapan berikut menunjukkan
bagaimana pegawai pemerintah aktif membantu
perusahaan dan staf dalam pendidikan tentang
bagaimana perusahaan dapat memperoleh nama
pengguna (user name) untuk masuk ke sistem.

Pengusaha (RA) mengunggah sebagai berikut:

Mungkinkah  suatu perusahaan mengajukan
penawaran pada proyek berbeda yang memerlukan
kualifikasi berbeda (proyek pengadaan barang dan
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proyek konstruksi)? Proyek ini bernilai 966 juta
dan 3,7 miliar... mohon pendapat dan saran....

DY : (Pegawai ULP): Anda dapat
memeriksa izin usaha perusahaan untuk
mendapatkan detail...

RA : Pak DY menurut saya .. perusahaan kecil
hanya boleh menawar proyek dengan biaya
dibawah 3 Miliar dan perusahaan besar hanya
boleh menawar proyek dengan biaya lebih tinggi

IS : Saya kira tidak begitu... Saya pikir ada
peraturan nomor 20 tahun 2008 yang mengatur
perusahaan mana yang boleh mengerjakan proyek
tertentu. Perusahaan harus memiliki kriteria
sumber daya manusia tertentu untuk melakukan
suatu proyek.... Jika mereka memenuhi syarat
untuk melakukan proyek konstruksi, mereka hanya
memenuhi syarat untuk jenis proyek tersebut... jadi
periksa izin perusahaan... apakah mereka memiliki
izin konstruksi atau izin pengadaan barang...

Al : (Pegawai LPSE) jika melihat pasal 6 ayat 2
peraturan tersebut...dengan jelas disebutkan
bahwa yang membuat suatu perusahaan dapat
menawar suatu proyek tergantung pada kompetensi
teknis, sumber daya manusia, modal, dan
peralatannya... bukan besarnya proyek. Jika
perusahaan memiliki persyaratan, panitia tidak
dapat mendiskualifikasi perusahaan...

Salah  seorang pegawai  pemerintah  (Al)
menanggapi unggahan di atas untuk
mengklarifikasi bahwa proyek yang berbeda dapat
ditawar oleh perusahaan yang memiliki kualifikasi
tertentu. Interaksi ini merupakan bagian dari
edukasi para pengusaha dalam proses lelang online
di kabupaten tersebut. Pegawai pemerintah
mendidik pegawai perusahaan tentang regulasi
yang diterapkan dalam lelang dan perusahaan mana
yang dapat menawar untuk proyek tertentu.
Pembicaraan tersebut sejalan dengan temuan
wawancara offline kami bahwa karyawan
berkomitmen untuk mendidik bisnis lokal dalam
menggunakan sistem e-procurement.

Pembahasan

Tujuan dari tulisan ini  adalah membuktikan
bagaimana pendekatan kualitatif interpretatif
dengan menggabungkan data offline dan online di
media sosial dapat digunakan untuk meningkatkan
pemahaman Kita tentang suatu topik yang sedang
dipelajari dalam studi interpretatif. Tujuan ini
dicapai melalui observasi diskusi media sosial,
unggahan, dan pertukaran oleh pengguna e-
procurement di pemerintah daerah. Antara temuan
offline dan online menunjukkan hasil yang berbeda
beda terkait tema yang dihasilkan dalam kedua
konteks tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan
bahwa ada ketidaksesuaian dalam memahami apa
yang dimaksud dengan profesionalisme pegawai
pemerintah menurut informan yang diwawancarai

secara offline dengan hasil pengamatan pendapat
para pengusaha di dunia online. Dalam wawancara
offline, peneliti menemukan bahwa pejabat
pemerintah mengatakan bahwa kolusi dan korupsi
tidak lagi dilakukan setelah e-procurement
digunakan, sementara pengamatan di media sosial
menunjukkan  sebaliknya.  Terkait  adanya
keterlibatan pegawai pemerintah untuk
meningkatkan pengetahuan dan keterampilan para
pengusaha tentang penggunaan e-procurement,
peneliti menemukan adanya konsistensi antara hasil
wawancara offline dan pengamatan media sosial.

Selanjutnya  hasil wawancara offline juga
menunjukkan bahwa pegawai di unit pengelola
layanan pengadaan dan sistem e-procurement
sangat profesional dan terakreditasi. Seorang
pejabat yang diwawancarai menegaskan bahwa
tenaga  profesional ~mampu  menghilangkan
kesalahan dalam penggunaan sistem dan
malpraktek dalam proses lelang. Hal ini membuat
peneliti percaya bahwa lelang e-procurement dan
sistemnya telah dikelola oleh staf yang profesional,
yang mampu mengelola sistem tanpa kesalahan dan
lelang dilakukan secara transparan. Namun
postingan dan perbincangan di media sosial oleh
para pengusaha menunjukkan bahwa pegawai
pemerintah dinilai tidak profesional. Banyak
kesalahan yang dilakukan dalam mengelola sistem
dan proses lelang.

Demikian pula, klaim vyang dibuat dalam
wawancara offline bahwa kabupaten telah
mendapatkan kepercayaan bisnis dan warga serta
kolusi tidak lagi terjadi dalam proses lelang
kabupaten. Sebaliknya, perbincangan di media
sosial menunjukkan bahwa pengusaha lokal
mencurigai kolusi masih dilakukan panitia lelang.
Kecurigaan perusahaan tersebut didasarkan pada
pengumuman lelang yang tidak konsisten dan
kurangnya transparansi proses lelang. Perusahaan
tidak mendapatkan penjelasan yang jelas tentang
bagaimana panitia lelang mengambil keputusan
dalam sistem tersebut.

Di sisi lain, temuan kami juga menunjukkan
konsistensi antara wawancara offline dan observasi
di media sosial. Misalnya, seorang peserta
wawancara offline mengatakan bahwa staf
pengelola sistem e-procurement secara konsisten
mendidik staf perusahaan untuk memberikan
keterampilan dan pengetahuan dalam sistem e-
procurement. Penemuan ini konsisten dengan
monitor media sosial kami di mana pegawai
pemerintah menanggapi pertanyaan staf
perusahaan. Pegawai pemerintah membekali staf
perusahaan dengan pengetahuan dan keterampilan.

Terlepas dari perbedaan hasil antara studi offline
dan observasi di media sosial, temuan penelitian
tentang observasi media sosial ini dapat
memberikan kontribusi yang signifikan terhadap
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pemahaman kita tentang penggunaan data di media
sosial dalam studi dengan pendekatan kualitatif
interpretatif. Temuan penelitian ini membuktikan
bahwa observasi media sosial dapat digunakan
sebagai perangkat untuk memperluas pengumpulan
data dan sebagai media triangulasi seperti yang
dikemukakan oleh Urqurhart & Vaast (2012) untuk
menyempurnakan topik yang sedang dipelajari.
Oleh karena itu, peneliti akan membahas hasil
penelitian ini berdasarkan dua aspek yaitu; media
sosial sebagai tempat pengumpulan data baru dan
media sosial sebagai media triangulasi dalam
kajian kualitatif interpretatif.

Penelitian di media sosial sebagai sarana
pengumpulan data guna meningkatkan
pemahaman terhadap topik penelitian

Dua tema pertama menunjukkan temuan yang
berbeda antara observasi offline dan media sosial.
Jika kita menerima begitu saja bahwa percakapan
media sosial itu akurat dan benar, maka kita dapat
menyimpulkan bahwa ada perbedaan persepsi
antara pegawai kabupaten dan pengguna sistem e-
procurement. Namun, informan yang diwawancarai
secara offline mungkin tidak mengatakan hal yang
salah tentang fenomena yang ditanyakan, tetapi
mereka mungkin berada di bawah tekanan waktu
sesi wawancara Yyang mencerminkan bahwa
wawancara bias saja berlangsung dalam suatu
situasi yang sangat rumit (Myers & Newman, 2007,
p. 3). Hal ini dapat menyebabkan kurangnya
validitas deskriptif atau akurasi faktual dari suatu
topik yang sedang dieksplorasi (Johnson, 1997)
yang berarti apa yang dikatakan informan saat
wawancara secara tatap muka mungkin tidak
terjadi dalam konteks yang sebenarnya.

Ini mendukung pandangan bahwa wawancara
konvensional dalam studi interpretatif dapat
menjadi masalah dan informan  mungkin
menciptakan fenomena mereka sendiri untuk
memuaskan para peneliti (Bauer & Jovchelovitch,
2000), misalnya informan bias saja mengatakan
apa yang ingin dikatakan untuk memenuhi harapan
peneliti (Kleinknecht, 2007). Dalam wawancara
offline, informan mungkin juga dipengaruhi oleh
kognitif dan emosional karena interaksi dengan
peneliti yang kemudian menyebabkan data yang
dilaporkan oleh informan mungkin kurang sesuai
dengan kenyataan objektif (Dean & Whyte, 1958).

Tantangan tersebut dapat dikurangi ketika studi
interpretatif berlangsung di ranah media sosial.
Peneliti berpendapat bahwa para informan di ruang
media sosial mengekspresikan pendapat mereka
secara bebas melalui produksi dan konsumsi
konten di ruang online (Aral, Dellarocas, & Godes,
2013; Kaplan & Haenlein, 2010). Hal ini karena
para informan di media sosial tidak dihadapkan
pada interaksi tatap muka dengan peneliti dan
batasan waktu yang memberikan sedikit ruang bagi
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informan untuk mengekspresikan ide, pendapat,
dan gagasan dalam bentuk digital yang
diekspresikan secara bebas (Karnieli-Miller, Strier,
& Pessach, 2009). Hal ini memungkinkan peneliti
mengamati fenomena dalam suasana yang lebih
alami yang menjadi landasan bagi integritas
pengamatan dalam sebuah penelitian interpretatif
(Cresswell, 1998).

Selain itu, dalam perangkat penelitian konvensional
para peneliti mengalami kurangnya transparansi
dalam mengamati semua fenomena yang sedang
berlangsung, sementara penelitian di ranah media
sosial menyediakan akses berkelanjutan ke data
online baik yang lampau maupun yang sedang
berlangsung (Vaast & Walsham, 2013). Misalnya,
pengalaman peneliti membuktikan bahwa peneliti
dapat mengakses data dari media sosial dalam
beberapa waktu lampau seperti yang dilakukan
oleh Susarla et al.,(2012). Selama periode
pengamatan, peneliti mengunjungi secara berulang-
ulang utas Facebook sebelumnya dan yang sedang
berlangsung serta konten Blog perusahaan seperti
yang dikemukakan oleh Vaast & Walsham (2013)
untuk membangun konsep pemahaman peneliti.

Pengamatan media sosial termasuk berbagai teks
diskusi, gambar, dan dokumen online yang
diposting oleh pengguna digunakan sebagai dasar
untuk meningkatkan pemahaman kami tentang
topik yang peneliti pelajari. Tema yang
dikembangkan oleh peneliti dilakukan berdasarkan
analisis semua jenis data seperti konten teks, foto,
dan gambar yang dihasilkan oleh berbagai
pengguna situs media sosial (Kaplan & Haenlein,
2010). Pada saat yang sama peneliti juga dapat
melakukan coding secara online yang artinya
proses koding telah dapat dilakukan dari awal saat
peneliti mulai mengamati konten media social (e.g.
Mossberger, Wu, & Crawford, 2013). Konten
online diproduksi oleh berbagai situs media sosial
(e.g. Xia, 2013) memungkinkan peneliti
membandingkan secara terus menerus berbagai
data yang diperoleh. Misalnya, dalam kasus
penelitian ini, seorang informan menggunakan
Facebook dan juga Blog untuk mengekspresikan
ide-idenya. Ini menyiratkan bahwa media sosial
juga bisa menjadi sumber data yang kaya (Greene,
Choudhry, Kilabuk, & Shrank, 2010) dan dapat
digunakan untuk memperkuat pemahaman Kita
tentang fenomena tersebut melalui pemanfaatan
data dari berbagai sumber.

Media untuk triangulasi

Triangulasi adalah strategi untuk "memvalidasi
data dan hasil dengan menggabungkan berbagai
sumber data, metode, atau pengamat" (Minger,
2001, p. 244). Banyak penelitian (misalnya:
Angen, 2000; Cresswell, 1998; Pyett, 2003;
Whittemore, Chase, & Mandle, 2001) berpendapat
bahwa triangulasi dapat digunakan untuk mencapai
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validitas dengan membangun konsistensi di seluruh
sumber data dan pendekatan. Kurangnya
konsistensi data dan pendekatan yang dilakukan
dinilai melemahkan pembuktian. Namun, Patton
(1990) menyarankan untuk melihat
ketidakkonsistenan ini sebagai kesempatan untuk
memperdalam  pemahaman  tentang  suatu
fenomena.

Temuan penelitian ini mendukung kedua argumen
tersebut yang dapat digunakan untuk validasi dan
memperdalam wawasan tentang topik yang sedang
diteliti. Data dari media sosial dapat digunakan
untuk memvalidasi temuan dari studi offline seperti
sejauh mana fenomena yang ditemukan melalui
observasi media sosial sudah sesuai dengan temuan
dari wawancara offline dan kunjungan lapangan.
Jenis validasi ini dapat dianggap sebagai triangulasi
lingkungan yang  “melibatkan  penggunaan
berbagai lokasi, perangkat, dan faktor kunci lain
yang terkait dengan lingkungan tempat penelitian
berlangsung” (Guion, Diehl, & McDonald, 2011,
p. 2). Misalnya, Sarker & Sahay (2004) mengamati
informan  berkomunikasi secara tatap muka dan
juga virtual untuk memahami kolaborasi dalam
pengembangan sistem informasi dalam studi
interpretatif mereka. Sarker & Sahay (2004) juga
berpendapat bahwa meskipun proses penelitian
menjadi kompleks karena data yang tumpang tindih
antara kedua lingkungan tetapi tumpang tindih ini
memberikan  kesempatan  untuk  triangulasi
pemahaman 'virtual' dan 'nyata.

Pengamatan media sosial juga memungkinkan
triangulasi berdasarkan sumber data. Saat peneliti
memperoleh data dari berbagai situs media sosial
(Facebook dan Blog), peneliti i dapat melakukan
triangulasi persamaan dan perbedaan data di situs
Facebook dan Blog (Aggarwal, Gopal,
Sankaranarayanan, & Singh, 2012). Data dari
Facebook, misalnya, digunakan untuk memvalidasi
data dari Blog dan sebaliknya. Hal ini memberikan
kesempatan bagi peneliti untuk membangun
konsistensi antar temuan.

Jika temuan media sosial kita bertentangan dengan
temuan offline seperti pada tema pertama dan
kedua, ini dapat difungsikan sebagai media untuk
memperdalam pemahaman Kkita seperti yang
dikemukakan oleh Patton (1990) dan Olsen (2004)
dimana  ketidakkonsistenan  tersebut  dapat
memperdalam pemahaman peneliti terhadap topik
yang diteliti. Hal ini dapat mengarah pada lahirnya
wawasan baru yang membutuhkan penyelidikan
lebih lanjut untuk memahami bagaimana perbedaan
tersebut dapat terjadi dan apa implikasinya. Oleh
karena itu, peneliti berpendapat bahwa observasi
media sosial dalam studi kualitatif interpretatif
tidak hanya memungkinkan triangulasi tetapi juga
memperdalam pemahaman tentang suatu topik
yang sedang dipelajari.

SIMPULAN

Terlepas dari apakah temuan kami konsisten atau
tidak antara wawancara offline dan hasil
pemantauan online, temuan penelitian ini
memberikan wawasan baru tentang bagaimana
observasi media sosial dapat digunakan dalam studi
kualitatif interpretatif. Peneliti telah menunjukkan
bagaimana pengamatan media sosial dapat
digunakan dalam studi kualitatif interpretatif
sebagai sebuah paradigma penelitian untuk
memperkuat pemahaman kita tentang suatu topik
yang sedang diteliti. Pengamatan media sosial
dapat digunakan sebagai strategi untuk memperluas
pengumpulan data dan sebagai media triangulasi
(Urquhart & Vaast, 2012). Ini juga menyiratkan
bahwa temuan observasi media sosial penelitian ini
dapat digunakan sebagai pendekatan alternatif
dalam suatu penelitian dengan paradigma kualitatif
interpretatif atau sebagai pelengkap wawancara
offline untuk memperkaya data kualitatif. Temuan
penelitian  ini  juga  membuktikan  bahwa
penggunaan observasi media sosial dalam studi
interpretatif dapat digunakan untuk mengatasi
keterbatasan dan tantangan ketika dilakukan dalam
konteks konvensional. (Pousti et al., 2013) seperti
perekrutan peserta (Eide & Allen, 2005; Patel et al.,
2003) dan akses terbatas untuk mengamati semua
materi secara transparan dan apa yang terjadi di
lingkungan penelitian (Vaast & Walsham, 2013),
dan bias dalam pengumpulan data seperti
wawancara yang terjadi dalam situasi yang sangat
rumit karena tekanan waktu (Myers & Newman,
2007).
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